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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil peneltian tentang Penyelesaian Sengketa Tanah 

Melalui Mediasi di Kantor Pertanahan Kota Jambi, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi di Kantor Pertanahan 

Kota Jambi berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan 

Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 

11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Sengketa Kasus Pertanahan. Namun 

di beberapa sengketa pertanahan yang diselesaikan melalui jalur mediasi 

tidak mencapai kata sepakat dan berakhir ke Pengadilan Negeri Jambi 

daalam menyelesaikan kasus pertanahan tersebut. 

2. Kantor Pertanahan Kota Jambi dalam upayanya meyelesaikan kasus 

sengketa tanah melalui mediasi, adakalanya mengalami berbagai kendala 

atau hambatan. Berbagai hambatan yang merintangi upaya mediasi di 

Kantor Pertanahan Kota Jambi yaitu ketidakhadiran para pihak yang 

bersengketa, tidak ada iktikad baik dari masing-masing pihak yang 

bersengketa, perbedaan kemampuan dan pendidikan diantara para pihak, 

aturan yang dianggap memperlambat proses penyelesaian sengketa, karena 

ranah Kantor Pertanahan sebagai mediator tidak bisa sebagai pemutus/ 

pengadil. Berbagai kendala/hamabatan tersebut kadang membuat 

pelaksanaan mediasi mengalami kegagalan, namun kadang juga hanya 

menjadi pengulur waktu dari proses penyelesaian sengketa tanah melalui 



 
 

67 
 

mediasi, dengan kata lain mampu diatasi walaupun memerlukan waktu 

yang lebih lama. 

 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui 

Mediasi di Kantor Pertanahan Kota Jambi, maka peneliti dapat memberikan 

saran sebagai berikut: 

1. Penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi di Kantor Pertanahan 

Kota Jambi, harus dilakukan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2011 Tentang 

Pengolahan, Pengkajian dan Penanganan kasus Pertanahan, dan Peraturan- 

Peraturan pendukung lainnya, dengan berpatokan pada UUPA.  

2. Kantor Pertanahan Kota Jambi harus lebih meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia dalam hal ini kepada para pejabat yang menangani kasus 

melalui mediasi, agar mampu memberikan kinerja yang terbaik sebagai 

mediator terutama senantiasa siap dan sigap dalam menjalankan tugas, 

sehingga nantinya mampu mengatasi berbagai kendala yang mengiringi 

upayanya dalam melakukan proses mediasi sengketa tanah, yang harus 

berhadapan dengan kasus-kasus dan atau pihak-pihak yang mempunyai 

karakteristik yang bermacam-macam. Dalam peningkatan kualitas sumber 

daya manusia ini dapat dilakukan pelatihan bagi pejabat terkait yang secara 

langsung berkaitan dengan upaya penyelesaian sengeta tanah melalui 

mediasi, dengan memberikan materimateri tambahan dari para ahli ataupun 

dapat berbagi pengalaman dengan pejabat-pejabat lain yang 
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berpengalaman, baik dari lingkungan kerja sendiri atau dari lingkungan 

kerja lain di atasnya seperti pejabat Kantor Wilayah Badan Pertanahan 

Nasional. 

3. Kantor Pertanahan Kota Jambi agar lebih mensosialisasikan keberadaannya 

sebagai lembaga yang dapat menjadi pelayan masyarakat, yang mampu 

mengupayakan penyelesaian sengketa tanah alternatif melalui cara mediasi 

kepada khalayak umum, terutama sosialisasi melalui media sosial. Dalam 

hal ini yang disosialisasikan dapat berupa banyaknya mediasi yang telah 

berhasil menyelesaikan permasalahan tanah, kemudian tentang jenis-jenis 

permasalahan yang berpotensi untuk diselesaikan melalui mediasi, dan 

materi lain yang berkenaan dengan upaya penyelesaian masalah-masalah 

pertanahan. Dengan begitu, masayarakat lebih familier dengan altarnatif 

penyelesaian tersebut, sehingga menjadi salah satu solusi bagi masayarakat 

dalam penyelesaian sengketa tanah, sekaligus untuk mengurangi 

penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi. 

4. Tidak semua sengketa pertanahan yang diselesaikan melalui proses 

mediasi dapat berhasil mencapai kesepakatan, sehingga diperlukan 

solusi untuk mencari alternatif lain untuk menyelesaikan sengketa 

pertanahan yang terjadi. Berdasarkan hasil penelitian terhadap faktor-

faktor yang menyebabkan penyelesaian sengketa pertanahan melalui 

mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka solusi yang 

ditawarkan oleh peneliti yaitu: 

a. Membangun pemahaman masyarakat terhadap penyelesaian sengketa 
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pertanahan melalui sosialisasi-sosialisasi mengenai penyelesaian 

sengketa pertanahan melalui proses mediasi. 

b. Mengatur tentang jenis akar permasalahan/pokok sengketa 

berdasarkan tipologi sengketa pertanahan yang dapat diselesaikan 

melalui proses mediasi khususnya di Kota Jambi. 

c. Selain berperan sebagai mediator dan fasilitator, pihak Kantor 

Pertanahan harus bisa menjadi konsiliator untuk permasalahan-

permasalahan tertentu, yang mana pihak pihak Kantor Pertanahan telah 

mengetahui kelemahan-kelemahan dari permasalahan tersebut. 

d. Melibatkan pihak ketiga/saksi-saksi yang netral, jujur, tidak 

memihak, dan profesional dalam penyelesaian sengketa pertanahan 

melalui proses mediasi.  
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